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Selamat datang di buku "Hukum Bisnis: Era Digital dan Perlindungan 

Konsumen." Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, dunia bisnis mengalami transformasi yang signifikan. Era digital 

tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan baru, terutama 

dalam hal perlindungan konsumen. 

Di tengah perubahan ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana 

hukum bisnis beradaptasi. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan 

mendalam mengenai dinamika hukum bisnis di era digital, serta pentingnya 

perlindungan konsumen dalam ekosistem yang terus berkembang. 

Kami menyajikan berbagai topik, mulai dari regulasi hukum yang 

berkaitan dengan transaksi digital, hak dan kewajiban konsumen, hingga 

tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dengan pendekatan yang 

komprehensif, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih baik tentang isu-isu yang relevan dan terkini. 

Kami mengajak semua pihak mahasiswa, praktisi hukum, pelaku bisnis, 

dan masyarakat umum untuk bersama-sama mengeksplorasi dan 

mendiskusikan topik ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi 

yang berguna dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai hukum bisnis 

dan perlindungan konsumen di era digital. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan 

inspirasi bagi pembaca. 

Selamat membaca! 

Depok, Agustus 2026 

 

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H. 

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H. 

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B. 
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FONDASI HUKUM BISNIS  

DAN DISRUPSI DIGITAL 

 
1. Pendahuluan 

Disrupsi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara 

fundamental. Model bisnis konvensional yang mengandalkan aset fisik dan 

interaksi tatap muka kini digantikan oleh platform digital, kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence atau AI), dan pemrosesan data skala besar (Big Data). 

Transformasi ini melahirkan tantangan baru bagi hukum bisnis, yang secara 

historis dirancang untuk mengatur entitas fisik dan transaksi berwujud. 

Hukum bisnis di era digital dituntut untuk menjadi instrumen yang 

adaptif; ia harus mampu memitigasi risiko-risiko baru seperti pelanggaran 

privasi, monopoli pasar digital, dan ketidakpastian hukum kontrak pintar 

(smart contracts), tanpa mematikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi 

(Susskind, 2023). Artikel ini akan membedah fondasi hukum bisnis yang 

mengalami disrupsi, tantangan regulasi yang dihadapi, serta bagaimana 

sistem hukum beradaptasi melalui pendekatan yang progresif dan integratif. 

 

2. Kontrak Digital Dan Otomatisasi Hukum (Smart Contracts) 

Kontrak merupakan fondasi utama dari setiap aktivitas bisnis. Dalam 

hukum bisnis konvensional, keabsahan kontrak bertumpu pada asas 

kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun, disrupsi 

digital memperkenalkan smart contracts protokol komputer yang berjalan di 
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ANATOMI KONTRAK ELEKTRONIK  

(E-CONTRACT) DAN KEABSAHANNYA 

 
A. PERJANJIAN DIGITAL 

1. Pendahuluan 

Disrupsi digital telah mengubah paradigma bertransaksi dalam dunia 

bisnis. Transaksi konvensional yang dahulu mengandalkan pertemuan tatap 

muka (face-to-face), dokumen fisik berbahan kertas (paper-based), dan tanda 

tangan basah kini telah bertransformasi menjadi transaksi virtual yang efisien, 

cepat, dan lintas batas teritorial. Manifestasi nyata dari transformasi ini adalah 

lahirnya kontrak elektronik (electronic contract atau e-contract). 

Di Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi dan keabsahan e-contract 

secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kendati demikian, digitalisasi kontrak ini 

memicu tantangan baru terkait kepastian hukum, pembuktian di pengadilan, 

serta perlindungan para pihak yang terlibat (Fuady, 2018). Artikel ini akan 

membedah secara terstruktur mengenai anatomi, bentuk-bentuk, keabsahan 

formal, fungsi tanda tangan digital, serta aspek pembuktian e-contract dalam 

yurisdiksi hukum bisnis di Indonesia. 
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HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL 

 
Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa 

perubahan besar dalam dunia bisnis modern. Digitalisasi menyebabkan 

aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan berkembang 

ke dalam sistem elektronik berbasis internet. Kehadiran electronic commerce (e-

commerce), financial technology (fintech), marketplace, cloud computing, hingga 

artificial intelligence telah menciptakan pola bisnis baru yang lebih cepat, 

fleksibel, dan global. 

Transformasi digital tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk 

hubungan hukum baru dalam kegiatan bisnis. Kontrak elektronik, transaksi 

lintas negara, perlindungan data pribadi, keamanan siber, hak kekayaan 

intelektual digital, dan perlindungan konsumen elektronik menjadi isu 

penting dalam hukum bisnis modern. Oleh karena itu, hukum bisnis di era 

digital memiliki peranan strategis dalam menciptakan kepastian hukum, 

perlindungan hak para pihak, serta menjaga stabilitas ekonomi digital. 

Di Indonesia, perkembangan bisnis digital mengalami peningkatan yang 

sangat pesat. Penggunaan internet dan teknologi digital telah mengubah 

perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Kondisi ini menuntut sistem hukum 

yang adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika 

ekonomi global. 
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HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL: 

TRANSFORMASI, REGULASI, DAN 

EKOSISTEM EKONOMI 

 
1. Pendahuluan:  

Disrupsi Teknologi dan Urgensi Hukum Kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi telah menciptakan disrupsi masif dalam lanskap bisnis global 

maupun nasional. Bisnis yang semula sangat bergantung pada kehadiran fisik, 

dokumen cetak, dan batas teritorial, kini bertransformasi menjadi ekosistem 

digital yang borderless (tanpa batas negara) dan beroperasi secara real-time. 

Fenomena seperti e-commerce, Financial Technology (Fintech), Internet of Things 

(IoT), hingga pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam operasional 

perusahaan telah melahirkan model bisnis baru. 

Namun, inovasi yang bergerak eksponensial ini membawa risiko baru, 

mulai dari penipuan daring, monopoli platform, hingga kebocoran data 

pribadi berskala besar. Di sinilah Hukum Bisnis di Era Digital hadir sebagai 

instrumen vital. Hukum bisnis tidak lagi hanya dipandang sebagai alat 

pengekang, melainkan sebagai fondasi yang menciptakan kepastian, keadilan, 

dan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku usaha (penyelenggara 

platform dan merchant), konsumen, maupun negara. 
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PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 
Berikut adalah pemaparan komprehensif dan terstruktur mengenai 

Perlindungan Konsumen, mulai dari landasan filosofis, kerangka regulasi, 

hak-kewajiban, hingga tantangannya di era modern. 

Perlindungan Konsumen: Konsep, Kerangka Hukum, Hak-Kewajiban, 

dan Dinamikanya di Era Digital 

 
Gambar 6.1 Perlindungan Konsumen:  

Konsep, Kerangka Hukum, Kewajiban dan Dinamika Diera Digital 

Sumber: Data Diolah Tahun 2026 
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TRANSAKSI DIGITAL DAN HUKUM 

 
Berikut adalah pemaparan komprehensif dan terstruktur mengenai relasi 

antara Transaksi Digital dan Hukum, mencakup landasan konseptual, 

kerangka regulasi di Indonesia, hingga tantangan penegakannya. 

Transaksi Digital dan Hukum: Transformasi Paradigma Kontrak, 

Keabsahan Alat Bukti, dan Tantangan Regulasi 

 

1. Pendahuluan: Keniscayaan Evolusi Hukum dalam Ekosistem Digital 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah 

lanskap peradaban manusia secara fundamental, terutama dalam sektor 

ekonomi. Transaksi komersial yang selama berabad-abad mensyaratkan 

pertemuan fisik, pertukaran uang kartal, dan dokumen berbasis kertas (paper-

based), kini telah bermigrasi ke ruang siber menjadi transaksi digital. 

Ekosistem e-commerce, financial technology (fintech), perbankan digital, hingga 

pemanfaatan blockchain dan aset kripto telah menciptakan model bisnis yang 

efisien, cepat, dan masif. 

Dalam pusaran revolusi ini, hukum memegang peranan ganda yang 

sangat vital: sebagai fasilitator yang menjamin kepastian berusaha, sekaligus 

sebagai pelindung yang memagari masyarakat dari potensi kejahatan siber 

(cybercrime). Hukum dituntut untuk tidak bersikap reaktif, melainkan adaptif. 

Jika hukum terlalu kaku mempertahankan doktrin-doktrin klasik, ia akan 

menghambat inovasi. Sebaliknya, jika hukum absen, ruang siber akan 
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INOVASI TEKNOLOGI DAN  

DAMPAKNYA PADA HUKUM BISNIS 

 
Pendahuluan 

Perkembangan inovasi teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah 

membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi global dan aktivitas 

bisnis modern. Teknologi digital seperti artificial intelligence (AI), blockchain, 

cloud computing, big data, Internet of Things (IoT), dan financial technology (fintech) 

telah menciptakan pola bisnis baru yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi 

secara global. Transformasi digital tersebut mendorong perusahaan untuk 

mengubah model bisnis konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. 

Di Indonesia, perkembangan teknologi digital meningkat secara signifikan 

seiring bertambahnya penggunaan internet, perdagangan elektronik (e-

commerce), layanan keuangan digital, serta sistem transaksi elektronik. Kondisi 

tersebut memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, 

namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru dalam 

dunia bisnis. 

Hukum bisnis sebagai instrumen pengatur kegiatan ekonomi memiliki 

peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak para 

pihak, serta menjaga stabilitas aktivitas bisnis. Perubahan teknologi yang 

sangat cepat menyebabkan hukum bisnis harus mampu beradaptasi terhadap 

dinamika digitalisasi. Oleh karena itu, inovasi teknologi memiliki dampak 

yang sangat besar terhadap perkembangan hukum bisnis modern. 
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PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP) 

KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DIGITAL 

 
Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi bisnis dan 

aktivitas ekonomi masyarakat modern. Kehadiran electronic commerce (e-

commerce), financial technology (fintech), media sosial, dan layanan digital 

berbasis internet menyebabkan penggunaan data pribadi konsumen semakin 

meningkat. Dalam setiap transaksi digital, konsumen umumnya memberikan 

berbagai informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, identitas 

kependudukan, data rekening, hingga lokasi pengguna. Data tersebut 

menjadi aset penting dalam ekonomi digital karena memiliki nilai komersial 

yang tinggi. 

Namun demikian, perkembangan transaksi digital juga meningkatkan 

risiko penyalahgunaan data pribadi. Kebocoran data, pencurian identitas, 

penggunaan data tanpa izin, serta perdagangan data konsumen menjadi 

persoalan serius dalam era digital. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan 

akan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen agar hak privasi 

masyarakat tetap terjamin. 

Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection/PDP) merupakan 

bagian penting dalam hukum bisnis digital modern. Regulasi perlindungan 

data bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan data 
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REKOMENDASI DAN KESIMPULAN 

 
A. KESIMPULAN 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merevolusi seluruh 

sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam ranah hukum bisnis dan 

perlindungan konsumen. Rangkaian analisis visual (rich pictures) yang telah 

dipaparkan sebelumnya memberikan gambaran utuh mengenai peta 

transformasi, tantangan, serta dinamika yang terjadi ketika hukum berusaha 

mengejar ketertinggalannya dari laju inovasi digital. 

Berikut adalah kesimpulan komprehensif yang dapat ditarik dari seluruh 

rangkaian dinamika tersebut: 

1. Disintermediasi dan Pergeseran Paradigma Bisnis 

Transformasi dari model bisnis konvensional menuju ekosistem e-

commerce tidak sekadar mengubah media transaksi, melainkan memotong 

rantai pasok secara radikal (disintermediasi). Hilangnya peran distributor, 

grosir, dan ritel fisik yang digantikan oleh platform digital (e-marketplace) 

menciptakan efisiensi harga dan kecepatan distribusi yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Namun, pemangkasan ini juga memindahkan titik 

risiko. Hubungan transaksional kini bersifat impersonal dan masif, yang 

menuntut adanya redefinisi terhadap subjek hukum, objek hukum, serta 

tanggung jawab para pihak di dalam ekosistem digital tersebut. 
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(MBA) di Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah menyelesaikan jenjang S1 

di Multimedia University, Malaysia.. 

Sebelum mengabdikan diri sebagai dosen, Arizal memiliki pengalaman 

profesional lebih dari sebelas tahun di sektor industri perbankan dan bisnis, 

dengan posisi terakhir sebagai Sub Branch Manager di salah satu bank syariah 

terkemuka. Pengalaman ini memberikan landasan praktis yang kuat dalam 

pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri di lingkungan kampus. 

Aktif sebagai inisiator dan pengelola kerja sama eksternal, Arizal sering 

ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan kerja sama antara program 

studi dengan mitra industri, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dalam 

dan luar negeri. Ia juga menjadi dosen pengajar pada kelas kolaboratif 

internasional antara Politeknik Negeri Jakarta, Malaysia Science University, 

dan Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Filipina. 

Dalam bidang akademik, Arizal aktif menulis dan meneliti, dengan fokus 

pada manajemen rantai pasok, administrasi bisnis, digitalisasi operasional, 

serta kewirausahaan. Beberapa artikel yang telah dipublikasikan antara lain: 

Empowering Leuwimalang Village Through Digital Platform to Optimizing Potential 

Tourism Destination, Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian 

pada Kue Pancong Lumer Kitchenette, dan Pengendalian Persediaan Berdasarkan 

Analisis ABC, EOQ, dan ROP. Selain itu, ia turut menulis dalam buku 

kolaboratif berjudul Transformasi Digital dalam Produksi Pangan Olahan yang 

diterbitkan tahun 2025. 

Ia juga telah memiliki sertifikasi di bidang Digital Marketing dari BNSP 

tahun 2023 dan Manajemen Ekspor dari BNSP tahun 2024, serta rutin 

mengikuti pelatihan dan seminar nasional sebagai peserta maupun pemateri. 
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Dedikasinya dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan 

industri menjadikan Arizal sebagai penggerak pendidikan vokasi yang 

aplikatif dan adaptif terhadap tantangan global. Ia meyakini bahwa 

perguruan tinggi vokasi harus hadir sebagai katalisator solusi nyata bagi 

dunia usaha dan masyarakat luas. 
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